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ABSTRAK

Pengalaman sejarah menunjukkan seringova terjadi pelanggaran terbadap penduduk sipil
dalam setiap konflik bersejata. secara langsung hal ini juga melanggar prinsip fundamental
hekum humaniter yaitu pansip pembeda (diseinction prineiple). Prinsip ini membagi penduduk
dari suatu negara yang sedang terlibal konflik bersenjata ke dalam dua golongan yakni
kombatan (combeiant] vang secara akifl turul serta dalam permusuhan (Gestifities) dun
penduduk sipil (civiffen) vang tidak ikut serta dalam permusuhan sehingga Gdak balch
dijadikan sasaran atau objek kekerasan dan harus dilindungi. Permasalahan yang dikemukakan
penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan prinsip pembeda dalam
bukum bumaniter intermasional, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengaturanya. dan
implementasinya dalam hukum nasional Indonesia, Metode penelitian yang disunakan adalab
vuridis normatil vang didasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan
vang berupa bahan hukuny primer. bahan hukum sckunder baban hukum tersier vang disusun
secary sistematis. Untuk menganalisa data vang telab diperoleh, baik data primer maupun data
sekunder penulis mengpunakan metede analisis kualitatif, yaitu ueatan vang dilakukan peneliti
terhadap data-data yang terkumpul tampa menggunakan angka-ungka tetapi berdasarkan pada
peraturan Perundang-undangan, pandangan pakar, lermasuk pengalaman peneliti. Dari hasil
penelitian, dalam hukum humaniter internasional ketentuan tentang prinsip pembeda ini uniuk
pertama kali distur dalam Hagee Regsdation 1907, kemudian divbah dan disempumakan
dalam Konvensi Jenewn 1949 dan terakhic divbah lagi dalam Protokol Tambahan 1977,
ketenfvan ini febih dipengarubui asas kemanusiaan. Terbadap implementasi pengaluran
prinsip pembeda dalam hukum nasional Indonesia, hal ini dilandasi Pasal 30 UL 1945
Thap-tiap warga negara berhak dan wajil ikul sertz dalam usaha pembelaan negara™ dan
“usahn pertahanan dan keamanan negars dilaksanakan melalui sistim pertabanan  «dan
heamanan rakyat semesta”. Masih dippnakannva dokirin Sishankameata dalam UU No, 3
Fahun 2002 tentang Pertahanan Megara, karena saat ini daya tangkal militer sangat lemal
warend kendala anggaran. Dengan luas wilavah dan jumlah penduduk yang besar, maka hal inj
akan menjadi dererrent fuctor bagi pertahanan negara Indonesia untuk menutupi kelemahan di
nidang militer. Kendala-kendala, belum sinkronnya hukum vang mengatur tentang pertahanan
segara. Dalam penulisan skripsi ini disarankan Undang-Undang nasional kita harus mengatue
pengimplementasian prinsip pembeda secara tegas, schingga perlu adanya penjabaran lehih
injut tentang Komponen Periahanan sebagaimana telah dismanatkan Pasal 8 ayat (3) UL Ne.
© Tahun 2002 serta merumuskan lebih jelas makna dan wujud dar TNT sebapai Temara
Lakyar jika tetap dipertahankan, hares mengatur status dan posisi rakyat dalam sishankamrata,
haakun ditinggalkan altemmatif lain, menyusun TNI sebagai tentara reguler profesional penuh,
wng tidak perly mempertimbangkan cksistensi masyvarakat, maka perlu ada amandemen lagi
crhadap Pasal 30 UTD 1943, serta perubahan mendasar terhadap doktrin-doktrin THL Pilihan
rerdrt secara sadar dan terencana memisahkan sama sekali TN dari rakva,
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam scjarah kehidupan manusin perang merupakan suatu hal yang barmmykali
sangal dibenci, karena dalam setinp peperangan sangat erat kaitannva dengan pengpunean
kekerasan serta penderitaan yang terkadang tanpo mengenal rasa kemanusiaan, Namun
pada tatanan tertentu perang merupakan suate hal yang lumrah sehagai salah satu carn
mempertahankan dir, serta untuk meraih perdamaian i sendiri.

sengheta bersenjata, tdak dapat dipungkiri fagi elah menimbulkan perilaku vang
agresil dan kekerasan vany terjadi dalam permusuhan tidak hanva merupakan satu-satunya
konsekuensi yang mengakibatkan timbulkan penderitaan. Umumnya dalam peperangan,
korban yang paling banyak jatuh adalah berada dipihak penduduk sipil dan objek-objck
stpil. schingga penduduk sipillah yang harus membavar harga untuk suatu peperangan.

Fakta sejarah menunjukkan babwa orang vang meningpal karena peperangan pada
satiap abad selalu meningkal. Pada abad 18 sekitar 5.5 juta orang meningzal. pada abad 19
sekitar 16 juta otang meninggal. pada PD | sekitar 38 juta orang meninggal, pada PD 11
sekitar =60 juta orang meninggal. dan era 1945-1995 sekitar 24 juta meninggal, Hal ini
dapat diperkirakan babwa sekitar 38.000 orang meninggal setiap bulan dalam 100 konflik."
Dan Dalam dekade 90-an diperkirakan 80% korban konflik bersenjata adalah dari

golongan penduduk sipil.”

"ICRC, Pesphirmotion ferhadap Hukner Humoniter fternasionad @ Suky Pedoman stk Angrrarig
cmon Mo d wefern PEROCRCROC, 1909 k., 3
~ Fbid, hal. 10
Ffaid, hal, 14



Femyataan ini diperjelas oleh Kol Annan vang menyatakan bahwa korhan-korban
vang dewasa ini tidak hanya tidak diketahui namanva. tetapi benar-benar tak terhitang
Jumlahnya. kebenaran yang sesungguhnya adulah bahwa penduduk sipil tidak hanya
terjebak dulam baku tembak. Mereka bukan merupakan korban vang tidak disenynju atau
karbun sumpingan sebagaimana dirmuskan dalam eufemisme sekarang i Selale sering
terjadi, mereka sengaja dijadikan sasaran seranpan”

kenyatmannya bahwa terjadi peningkatan jumlah sengkets vang meningkat sejak
tahun 1945, di samping ity berkembangnyva bentuk-bentuk konflik vang baru vaity perang
pembebasan nasienal, perang perilva, dan perkembangan weknologi vang berakibat pada
pengembangan sejumlah senjata vang semakin canggily.

Perang schagai nalurl untuk memperiahankan diri, jenis ini kemudian membawa
keinsyatan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas iy merugikan umat manusia
schingga mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan denpan menetapkan
ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antar bangsa, Dengan bertambah majunya
peradaban - manusia,  orang mulai menginsafi  babwa  kekejaman-kekejaman it
bertentangan dengan martabal manusia. Dart sinilah lahic di dalam bentuknva vang
modern pertkemanusiaan sebagai suatu asas dasar daripada hukwmn perang” istilah hukum
perang i kemudian berubah menjodi hukum konflik bersenjata (Jaw of armed conflics),
Uran pada akhirmya lebih dikenal denpgan bukum humaniter.

Hukum perang bukanlah produk dari pemikiran sia-sia  dari beberapa humanis

veng tereerahkan vang memutuskan untuk membuat perang lebih manusiawi, Schaliknva,

~ Mhid hal. 28
Y udha Bhakti Ardhiwisasie Sebwm Ierernasionsd, Bowrn Rompal. Alumni, Bandwng, hal. 32
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hukum perang telah hadir di medan pertempuran dan terbentuk melalui pengalaman i
sendin.”

Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang karena dari sudut
pandung hukum humaniter, perang merupakan suatu kenvataan vang tidak dapat dihindari.
Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakokan dengan
lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, menunt Bedjaoui menvatakan bahwa
tujuan hukum humaniter adalab untuk memanusiawikan perang’

Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukem sengketa bersenjata
dan kemudian menjadi hukum humaniter sekiranya tidak terlepas dari lujuan vang hendak
dicapai oleh hukum humaniter tersebul yaity -

L. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dar pendediaan
vang tidak perlu {unnecessary suffering),

= Menjamin hak azasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke
tangan musuh, Kombatan yang jatuh ke tangan musub harus dilindungi dan diciweat

serta berhak diperlakukan schagai tawanan perang.

- Mencegah dilakukannya perang secara Kejam tanps mengenal batas, Dising yang
lerpenting adalah azas kemanusiaan,
Dalam hukum huemaniter internasional dikenal adanva suatu prinsip yang sangat
‘undamental yang membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil dari suaty negar
vang sedang berperang ataw terlibat konflik bersenjata yang lebih dikenal dengan prinsip

pembeada,

o

Coile Rowver, Po Sevve 8 To Peorecr daman Dwiversal Pavigpenkon AN, ICRC. Raja Grafindo
=z fzkarta, 2008, hal. 95

Arling Permanasari,dkk, Pespasiar Hakuor Semaniter, FORC Takara, 1999 kal. 11-12

el Inal, 28
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Fengaturan Prinsip Pembeda dalam Hukom Humaniter Internasional

a. Retentuan tentang prinsip pembeda mula-mula diatur dalam Konvensi Pen Haay

IV 1907 vaiu dalam Pasal 1. 2 dan 3 Hague Regulation menpenai kategord
belligerent dan polongan vang secara aktif dapat turut serta dalam permusuhan,
Ketentuan tersebut divhah dalam Konvensi Jenews 1949 vaitu vang terdapat dalam
ketentuan Pasal 13 Konvensi 1 dan ] mengenal  polongan  vang  berbak
mendapatkan perlindungan, serta dalam Pasal 4 Konvensi 111 mengenai polongan
vang berhak mendapatkan perlakuan sehagai tawanan Perang. dan dalam Pasal 4,
14 dan 27 - 34 Konvensi [V mengenai perfindungan terhadap penduduk sipil,
Ketentuan tersebut kemudian divhah dan disempurnakan lagi distur dalam Protokol
Pambghan 1 1977 terstama dalum Pasal 43 mengenal batasan dari angkatan
perang, dan Pasal 44, 46 dan 47 mengenai status kombatan dan LAWHNEAN perang.
serta tenlapat jugn ketentuan Pasal 45, dan 48 — 51 mengenal perlindungan

terhadap penduduk sipil.

Perkembangan dan  Faktor-Faktor yang  Mendorong  Pengaturan Prinsip
Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional

A Perkembangan prinsip pembeda dalam Konvensi Den Haag IV 1907 atau lehih

epat dalam Hagque Repulation, istilah kombatan dipukai dalam ari angkatan

perang dari belligerent yang dapat terdini dari Lombatan dan non-kombatan, Jika

91



mereka tertangkap oleh musuh mereka berhak memperoleh stulus sebagai owanan
perang. Dan Pasal 2 Konvensi Den Hasg diatur mengenar dawind ieeeelar
combatany (fevee en masse),

Masalah  lewsid combatany ini distur dalam Konvenst Jenewa 111 vaioy vang
mengalur tentang lawanan perang dan mengalur siapa vang berbak diperlakokan
sebagal tawanan perang apabila ia jatuh ke tangan musuh. Dibmdingkan dengan
pasal | dan 2 Konvensi Den Haag IV 1907 maka disin; terdapat perluasan vang
sangal berarti. Pasal 4 dibagi dalam 2 golongan yaitu A dan B, Apa ving tertulis
dalam golongan A terdapar pula dalam pasal | dan 2 Konvensi Den Haag 1V 1907,
dengan perbedaan bahwa dalam pasal 4, ditambah dengan apa yang disebut
arganized resitance movement yang merupakan gerakan perlawanan yang teratur,
vung termasuk pibak vang henikai, vang dapal beroperasi di mana saja, sehingga
dengan demikian status pasukan gerilva menjadi lehih mantap.

Dalam Protokal Tambahan | ahun 1977 telah terjacdi perkembangan vang paling
revolusioner mengenai pengaturan prinsip pembeda yaitu tidak lag: dibedakan
antara regulpr forces dan frregidar forces, schagaimana dikenal dalam Konvensi
Den Huag 1907 maupun Konvensi Jenewa 1940, artinya tidak ada lagi pembedaan
perlakuan antara (entara reguler dengan tentarn bukan reguler. tidak ada lap
ketentuan khusus vang berlakuy bagi mercka vang tergofong bukan tentara repuler,
Perkembangan lain dalam Protokol Tambahan yaiu diadakan ketentuan khusus
bagi kesatuan gerilva. Hal ini sangal menguniungkan, tetapi dipandang dari sepi

pencrapan prinsip pembeda, merupakan suaty langkah mundur,
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